FORMULIR MODEL PSPP 13
PUTUSAN TERJADINYA
KESEPAKATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU
Nomor Register : 02/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIIT/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru telah
menerima dan mencatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Pemohon

1. Nama . Hj. Alfisah, S.Sos., M.A.P.
No. KTP : 6302066903770006
Tempat, Tanggal lahir : Langkang, 29-03-1977

Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Patmaraga No. 12 RT. 16
Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan
Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

2. Nama : Syaiful Anwar, BBA
No. KTP : 6302060404520004
Tempat,Tanggal lahir : Kotabaru, 04-04-1952

Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Sisingamaraja Gang Fajar III RT. 01
Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan
Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Berdasarkan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Proses Pemilu
yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru terkait Surat
Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kotabaru Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VII[/2018 tertanggal 11
Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan
Umum Tahun 2019.

Terhadap
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru yang berkedudukan di
Jalan Brigiend H. Hasan Basri No. 40, Tlp / Fax : 0518-24491,
Selanjutnya disebut sebagai Termohon
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I, Pokok PPermohonan

Bahwa padi tanpggal Ih Agustus 20108 Peohon telah mspgajiilan

permohonan kepadan Bawaalu Kabupiaten Kotabaro dengan polole pololk

permohonan Pemohon sebogal berflo:

1o Bahwa Pemohon sangal divagilinn ntas Surat Keputusan  yang
diterbitkun oleh Komdsi Pemilihan Unionn Kabupaten Kotabari
Nomot: 31T/HILO3 -Kpt /6302 /Kaly/VIT/20 T8 (ertanggial 11 Agustus
2018 tentang Penetapan Daltar Calon Sementara Anggotn Dewin
Perwakilan Rakyal Doernh Knbupnten Kotabara Pada Pemniliban
Umum Tahun 2010, atas nama Sdre, Saljul Kurnadn tdale ditetaplan
sebagai Daftar Calon Sementinrn Anpgota Dewan Perwalkilan Rakyat
Daerah Knbupaten Kotabaru Padn Pemitihen Umum Tahun 2019,

2. Pemohon berpendnput perbuntan Termohion tidak menetaploin Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupnten Kotabaru Pemohon atas namn Sdr,
Saijul Kurnain sebagnd Daftar Calon Sementarn Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabara Pada Pemilihan
Umum Tahun 2019 adalah tidale beralasan hukum, sehingga
Pemohon mengajukan permohonan Ini agar Bawaslu Kabupaten
Kotabaru dapat memerintnhkan kepada KPU Kabupaten Kotabaru
untuk menctapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru
Pemohon atas nama Sdr, Saijul Kurnain sebagal Daftar Calon
Sementara  (DCS)  Anggota  Dewnn  Perwnkilan  Rakyat  Dacrah
Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019,

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya schagai

berikut:

1. Termohon tidak menemukan unsur kegandaan pada saat
pendaftaran tanggal 16 Juli 2018 dan pada masa perbaikan tanggal
22-31 Juli 2018 atag nama Sdr. Saijul Kurnain,

2. Termohon menemukan indikasi kegandaan pada masa verifikasi
antara tanggal 1-7 Agustus 2018 atas nama Sdr. Saijul Kurnain
karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon berbeda dengan
BB.2 yang diajukan.

3. Menurut Termohon bahwa seandainya Pemohon melakukan
perbaikan persyaratan pencalonan pada masa perbaikan, maka
Sdr. Saijul Kurnain akan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

4. Dalam mediasi Termohon meminta kepada Pemohon untuk
memberikan opsi-opsi yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

5. Termohon menyampaikan kepada Pemohon agar pokok permohonan
yang diajukan mempunyai landasan hukum yang kuat sehingga jika
mencapai kesepakatan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
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IV. Kesepakatan Para Plhuk

Bahwa dalam mediasi yang telnh dilakukan pada tanggal dus puluh

bulan Agustus tahun dun ribu delapan bhelas pulaal 17,00 Wits.

Bahwa pada pukul 17.52 Wita, Phale Pemohon dan Termohaon telah

mencapai  kesepakatan  sebagnimnnn tertuang  dalnm  Berits  Acara

Penyelesaian Sengketn Proses Pemilihnn Umum Meneapai Kesepakatan,

Nomor Permohonan : 02/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIIL/2018 yang,

pada pokoknyn sebagal berikut:

1. Termohon memberikan  kesempntan  kepada  Pemohon  agar
melakukan perbaikan entry datn di SILON terkait Nomor Induk
Kependudukan (NIK) atns nama Saijul Kurnain;

2, Pemohon bersedin melakukan perbaikan entry data sebagaimana
dimaksud angka 1 dan menyampaikan hasil perbaikan dalam bentuk
print out kepada Termohon paling lambat 3 kali 24 jam sejak
dibacakan putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu  yang
diajukan pemohon;

3. Terhadap perbaikan hasil entry data yang dilakukan oleh pemohon
sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemohon menyampaikan print
out hasil perbaikan kepada Termohon, dan selanjutnya Termohon
melakukan penelitian administrasi sebagai berikut:

a. Kesesuaian identitas berupa nama, tempat tanggal lahir, nomor
NIK, dan alamat yang di entry ke dalam SILON dengan hardcopy
yvang diserahkan kepada Termohon; dan

b. memastikan tidak terdapat kegandaan pencalonan lebih dari satu
lembaga perwakilan, lebih dari satu daerah pemilihan, dan
diajukan hanya oleh satu partai politik;

4. Hasil penelitian administrasi akan disampaikan kepada Pemohon dan
Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam bentuk berita acara.

5. Apabila hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada
angka 3 Tidak Memenuhi Syarat maka tidak akan dilanjutkan pada
tahapan berikutnya dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
dan

6. Apabila hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada
angka 3 Memenuhi Syarat, maka proses pencalonan dilanjutkan ke
tahapan berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf ¢ jo. Pasal 468 dan berdasarkan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta
berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
Mencapai Kesepakatan Nomor : 02/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VII/2018,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru
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Memutuskan:

l. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi
kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor
Permohonan 02/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VII1/2018;

2. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan putusan ini
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kotabaru pada hari Senin, tanggal dua puluh Agustus tahun dua
ribu delapan belas oleh 1) Mchamad Erfan, 2) Rusdiansyah, 3) Akhmad
Gafuri, 4) Andi Muhammad Saidi, 5) Fat Hurrahman masing-masing sebagai
Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru
dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal dua puluh satu Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh
1) Mohamad Erfan, 2) Rusdiansyah, 3) Akhmad Gafuri, 4) Andi Muhammad
Saidi, 5) Fat Hurrahman masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Kotabaru

Ketua Anggota Anggota
ttd ttd ttd
Mohamad Erfan Rusdiansyah Akhmad Gafuri
Anggota Anggota
ttd ttd
Andi Muhammad Saidi Fat Hurrahman
Sekretaris

ttd
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Tembusan:

1. Pemochon;

2. Termohon;

3. KPU Provins: Kalimantan Selatan;

4. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan,
5. Arsip
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